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MENGGUGAT ]NDEPENDENSI
MAHKAMAH AGUNG

Oleh: Dody Gusdiyan’di

""Bilamana legislatoir mencoba merampas dan menghancurkan
hak milik penduduk, atau menguranginya dan mengarah kepada
kekuasaan perbudakan, mereka berada dalam keadaan. perang
dengan penduduk, maka karenanya penduduk terbebaslah dari
kesalahan apabila membangkang dan. biarlah. mereka
beﬂmdung pada Tuh.annya yang menyediakan penjagaan

, buat semua manusia .
~ (John Locke, - Two Treat,:ses of Govemmen!)

Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasusini memang sarat
dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu
telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif
untuk memberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik

ketenangan penguasasehingga dalam mengomentari putusan hakim
MA ini pun tidaklah dapat kita melepaskan diri dari situasi dan
atmospir perpolmkan saat kasus ini ter]ad1, karena kita tahu bahwa
kecenderungan hakim dari PN sampai MA dalam memutuskan per-
karayang bersmggungan dengan pihak penguasaselalu menguntung-
kan pihak yang berkuasa (walaupun harus mempersetarikan rasa kea-
dilan), hal ini disebebkan salah satunya masih bergantungnya "perut”
para hakim di tubuh eksekutif melalui Departemen Kehaklman

Menyimak duduk perkara kasus ini dan dasar, hukum yang digu-
nakan dalam men]atuhkan vonis oleh MA, tampaklah ternyata MA
sebagai benteng, terakhir - bagi para pencari kead11an di Indonesia ini,
hanya melulu melihat dan menafsirkan kasus i dari segi yuridis-
legal formal, tanpa mau sedikitpun menyentul atau melihatnya dari

segi historis,- 5051010g1s dan filosofis .dari latar belakang terjadinya
kasus ini. Selain itu juga pasal-pasal yang dlgunakan untuk menjerat
terdakwa dalam kasus ini pun pasal yang kon troversial, seperti pasal
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510 KUHP. Padahal pasal ini dahulu sengaja dibuat dan digunakan
oleh pemerintahan kolonialis Belanda untuk membekuk para pejuang
kemerdekaan kita. Namun sekarang justru digunakan oleh MA. Bu-
kankah berdasarkan UU No. 14/1970, MA pun harus berani melaku-
kan rechtvinding dan penerobosan hukum serta penafsiran hukum
baru yang tentunya harus according to the wishes people, sehingga MA
tidak saja hanya menjadi terompet yang meneriakkan kepentingan
penguasa (eksekutif) belaka. Pasal yang dipakai untuk menjerat pun
menurut pandangan saya tidaklah tepat, yaitu, "di muka umum
dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana",
aneh bukan? Adakah wajar seseorang yang mencoba untuk memper-
juangkan nasib buruh (yang memang secara obyektif cukup menye-
dihkan) dan menyadarkan hak-hak dan kewajiban mereka, justru di-
sebut sebagai seseorang yang menghasut untuk melakukan perbuatan
pidana. Bukankah Amosi Telaumbana (di dalam kasus posisi) hanya
berusaha menyadarkan hak dan kewajiban buruh dan di tengah mam-
patnya saluran komunikasi ke DPRD, dia akhirnya memilih untuk
langsung bertemu dengan gubemnur dan setelah ditolak oleh guber-
nur, dia akhimya meminta pengunjuk rasa untuk bubar? Amboi,
sudah absurdkah pikiran para hakim agung yang "terhormat”di MA?
Tidak adakah sedikit pun pertimbangan nurani atas kasus ini?

Tidak tahukah para hakim agung itu bahwa dalam di dalam per-
nyataan umum tentang hak-hak asasi manusia PBB pasal 19, dinya-
takan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan menge-
luarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pen-
dapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan me-

" nyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan
dengan tidak memandang batas-batas (w:fayah} ",

Sementara Pasal 23 ayat 3 berbunyl
“Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan
menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan yang ber-
mar-tabat baik untuk dirinya sendiri maupin keluarganya, dan jika
perlu ditambah dengan perlindungan siosial lainnya”.

Dan ayat (4)-nya berbunyi:

“Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat
peker]a untuk melindungi kepentmgannya
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Tengok.lah juga pasal 25 ayat (1)-nya, yang berbunyi: E
"Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai’ untuk kese—
hatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak
atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta
pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada.-.
saat mengangguy, menderita sakit,; cacat, menjadi janda, mencapai
usia lanjut atau keadaan lainnya.yang. mfmgak:batkan kekumngan -
. penghas:lan, yang berada di luar kekuasaannya®:” - ... .. ‘
Bukankah j jiwa dan semangat pasa]-pasa] dalam pernyataan umum
hak-hak asasi manusia PBB sejalan dan seiringan dengan pasal 27-ayat

2 dan pasal 28 UUD 1945, yang manarkita bertekad untuk 'melak-:

sanakannya secara murni dan koensekwen? Apalagikita pun juga ada-
lah anggota PBB- aktif, yang artinya semua instrumen. Negara Indo-
nesia termasuk diantaranya:MA memiliki kewajiban untuk melak-
sanakan isi dari pernyataan umum HAM PBB-itu, sebagalmana yang
ditandaskan dalam pasal 28 nya, yang berbunyl PR
. "Setiap orang berhak atas suntu.tatanan sosial dan internasional di
mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam
pernyataan ini bisa dilaksanakan sepenuhnya”.

Seandainya kita mau lihat alasan sosiologis dari kasus ini,

tuntutan paraburuh yang diteriakkan oleh Amosi Telaumbana sangat- -
lah logis, ditengah mampatiya. saluran komumkam polll]k mandul-

nya ]embaga ‘perwakilan, tensi’ ekonorm yang semakm tinggi, harga

bahan kebufuhan pokok semakin mencek1k leher, sementara A1 sisi

lain upah buruh bérada di bawah standar tnfuk dapat h1dup layak
Jadi, adalah ‘wajar bila’ kenyataan ini menyebabkan paral buruh sepa-
kat untuk bergerak meminta. perbaukan taraf hidup. Karena apa mere-
ka sepakat untuk melakukan unjukrasa (demonstrasx)’l(arena tiada

lain hdakberfungsmya lembaga perwalulan (Ieglslanf) sebagal tempat ’

untuk menampung dan menyalurkan serta membela aspirasi mereka.
Lantas kalau sudah begini-kepada siapa mereka harus salurkan-aspi-

rasinya, kemana mereka harus datang untuk meminta perlindungan
dan pembelaan terhadap na51b mereka7 Sepakatlah saya dengan state-

ment John Locke’ di atas 4

Saya sepakat bahwa dalam kasus 1m pe]aku perusakan pun te]ah
bersalah melakukan tindak pldana, namun mereka haruslah dijerat

‘dengan pasal perusakan yaltu ‘pasal 1406 ayat TKUHP, yaitu; __
" "Barangsiapa dengan sengaja dan mélaian hitkum’ menghancur—
kan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
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barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiain adalah kepuwnyaan
oranyg lain, dmncam dengan ptdanr: pen}ara palmg Iamn dun tahun
delapan- buIrm A o

Penutup

Memang selama 32 tahun srezim Orde Baru ini. berkuasa blla ada
kasus. yang berkaitan dengan penguasa dan diselesaikan: dengan
melalui prosedur hukum, maka pihak penguasa selalu menang
dengan menjadikan hukum sebagai senjata represif yang efektif.

Sebagai catatan terakhir,di era reformasi ini rakyat membutuhkan
sebuah lembaga peradilan yang independen, yang tidak bisa dipenga-
ruhi oleh pihak penguasa, sebuah lembaga yang dapat memberikan
rasa keadilan bagi seluruh pencari keadilan, terutama MA yang meru-
pakan tembok terakhir bagi pencari keadilan di Indonesia ini. Dan’
langkah awal untuk menuju ke sana segera pisahkan para hakim dari
Departemen Kehakiman dan selanjutnya segala urusan yang berkaitan
dengan hakim harus berada di bawah MA yang mdependEn Semoga!

b

/ - That all men are created equal that they are endowed by
thelr god to certam unalamable rlght that among these are
life, Ilberty, and the pursmte of the happiness -
* Setnap manusla dlClptﬂkan sama, mereka dlberikan hak
oleh Tuhannya yang tak dapat dlganggu gugat dlantaranya ‘

' “Tahanlah sesuatu hasil yangmenyenangkan dalam jangka
~ pendek demi kemungkman timbulnya kemkmatan yang.
' jauh Ieblh besar. lebih kekal atau lebjh, hebat dalam ]angka

panjang"
(Eplcurus 341 -270 SM)

— UL Janiari < iini 1998
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Peradilan Indonesia
Tak Dapat Diprediksi

Peradilan di Indonesia selain
prosesnya panjang juga tidak da-
pat dipredisi, sehinga kurang
memberikan kepastian hukum
(Kompas, 20/02/1998). Padahal
kepastian hukum sangat didam-
bakan pelaku bisnis, apalagi di
saat krisis sekarang. Untuk itu
perubahan lembaga peradilan’ha-
rus segera dilaksanakan.

Demikian disampaikan Guru
Besar Fakultas Hukum UI Prof.
Dr. Erman Rajagukguk dalam pa-
nel diskusi yang diadakan Kaga-
ma Business Society. Diskusi itu
menampilkan juga praktisi blsms
Tjiptono Darmadp

Menunit' Ra]aguguk hamplr
semua investor asing yang mena-
niamkan ‘modalnya di Indonesia
tak’ menginginkan -peryelesaian
sengketa melalui peradﬂan di In-
donesia. Investor asing lebih mie-
nyukai penyelesaian melalui lem-
baga abitrise Tuar negeri.' Sékali-
pun tidak ada j jaminan keputusan
badan abitrasé'litar negeri it da-
pat dllaksanakan d1 Indone51a
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Banyak contoh sengketa an-
tara antara pengusaha Indonesia
dengan investor asing yang di-
selesaikan badan abitrase manca

‘negara. Namun, keputusan yang

dimenangkan:pihak asing itu ti-

‘dak dapat dilaksanakan. Hal ini

karena sebelum putusan itu di-
laksanakan harus disahkan oleh
pengadilan. Biasanya pengadilan
akan memenksa lagl perkara

.tersebut.

- RER

Gejoi;k Moneter Percepat
Reformasi Hukum

Menteri kehakiman Oetojo
Oesman mengatakan gejolak
moneter yang melanda Indone-
sia akhir-akhir ini semakin me-
nuntut percepatan reformasi di
bidang hukum (Suara Karya,
7/02/1998). “Percepatan refor-

-masi tersebut tanpa harus me-

ngurangikecermatan penyiapan
dan kebijaksanaan reformasi di
bidang hukum,” kata Oetojo ke-

tika. melantik ‘pejabat :eselon -T

dan II di lmgkungan Departe—
men Kehakiman. - :
‘Menurut,. Oeto]o reformasi
hukum, sebagai. di'gariskan ‘Re-
pelita dan program legislasi na-
sional perlu ‘dipercepat dengan

“crash program”diberbagai bi-

dang pembangunan hukum. Per-
cepat itu perlu mengingat ke-
siapan menyongsong era keter-
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bukaan ekonomi dan globalisasi
merupakan kesiapan dalam mate-
ri hukum, kesiapan prosedur atau
tata cara pembentukan hukum
baik dalam bentuk UU maupun
Yurisprudensi, ajaran hukum dan
berbagai bentuk praktik hukum
lainnya.

Selain itu perlu d1 lakukan
kesiapan aparatur pembentuk hu-
kum baik pembentuk peraturan
perundang-undangan, hakimdan
ahli hukum yang membangun
ajaran-ajaran hukun. Di samping
kesiapan prosedur penegakan hu-
kum yang mencakup pemberian
pelayanan hukum dan penegakan
hukum.

TEE
DPR Perlu Pilih
Hakim Agung, BPK dan DPA

Pengamat mengusulkan agar
DPR menjadi penentu dalam pe-
miihan Hakim Agung, anggota
DPA dan Ketua BPK, sementara
presiden hanya berwenang mem-
beri usulan (Bisnis Indonesia,
23/03/1998).

Bagir Manan, guru besar Fa-
kultas Hukum Unpad dan Uni-
versitas Indonesia mengatakan,
pembalikan mekanisme pemilihan
ketua lembaga tinggi negara ha-
rus menjadi target reformasi di
bidang hukum, peradilan dan ke-
tatanegaraan. _

Menurut dia selama ini pemi-

Hukum dan Pembangunan

lihan Hakim Agung, Ketua dan
anggota DPA serta BPK lebih
dominan ditentukan oleh pre--
siden, Sehingga sering terjadiin- .
terven51 politik seperti dalam
kasus pembongkaran kasus ko-
rupsi.

Bagirmengatakan,reformam
di bidang keadilan harus men-
jadi agenda agar kekuasaan pre-
siden tak begitu luas. Hal itu
akan mengakibatkan lembaga
lain tak berfungsi sebagaimana
mestinya.

. Dia mengakui, dalam UUD
secara konstitusional kekuasaan
eksekutif begitu besar memang
ada fasilitasnya, seperti tidak
ada batasan periode jabatan pre-
siden.

HH®

Pemyaiaan Keamanan
Harus Sesuai Hukum

Ketua tim pakar hukum De-
partemen Kehakiman Dr. Romli
Atmasasmita mengatakan per-
nyataan keamanan dari aparat
terkait dengan adanya keru-
suhan di wilayah Jakarta harus
sesuai hukum (Kompas 18/05/
1998). Aparat tak dapat hanya
menyaftakan, keamanan terken-
dali tanpa memahami dasar hu-

'kum atas pernyataan tersebut:

Apalagx pernyataan keamanan
terkendali masih membuat ma-

januari - Juni 1998
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syarakat bihgungk karena hdak se-
sualrdengan kéadaan. - '
“Hal ini ‘disampaikan terkait
dengan perkembangan ibu-kota.
Sekalipun aparat meryatakan ke-

189

jadi tuntutan masyarakat tidak
bisadipisalikari dengan'‘tuntitan
reformasui ekonomi' dn:politik.
‘Reformasi-hiikum bukan-hanya

- sekedar> merevisi U yang di-

adaan sudah aman dan terkendali ' anggap out of date. Reformasi hu-

tetapi ternyata masih terdapat ke-
rusuhan dan penjarahan diber-
bagai wilayah Jakarta. Bahkan ke-
rusuhan itu merengut nyawa 100
or‘éng lebih.

f*Menurut Romli ada perb"-:‘ I:‘yang bisa* ditafik’ dari seminar

tentang pelaksanaan GBHN 1998

daan interprestasi antara aparat
dengan masyarakat tentang pe-*’
ngernan keamanan : terkendali.
Ap’é rat cendrung mengartikan ke-

tukan

kum yang sesungguhnya juga
terkait pula dengan pemben-
_struktur _politik_ baru
(Kompas, 13/05/1998).
Demikian’:: beriarig. merah

" dan” prospek réformasi: hukum

kat Pengacara Muda Indonesm

amanan terkendali itu secara fi-— INPI- act. dan - Kompas pada

sik: Padahal dari segi hukum, pe-
ngertian ] KedmaWat bukar hanya
hsxl; tetapi }uga perasaan Kea-
manan. terkendali: mestinya -me--,
nyangkut pula ras aman masya-
rakat PR eh

Sebelum menyebutkan kea- | s

manan terkendali lanjut staf pe-/
ngajar Fakultas Hukum Unpad

Bandung tersebut, aparat harus<’ >
nya mengambil Jafigkahi’sésifai

hukum. Dalam menghadapi ke-
adaan chaos sudah ada perangkat
hukumnya yakni UU No, 23/...

tangga,l 12/ 057! 1998 tdi Jakarta.
Tampﬂ 5| agal ‘narasumber
Kepala Badan Pembmaan Hu-
kum '-'.Nasmna] SHAS' Natabaya
jpakar: 3-"'hul<um tatanegara Prof.
- .Dr. ’Dlmyan Hartono Satya Ari-
» nanto-‘dan’ HEilqm Pengadnlan
“Tinggi: Tata ‘Usaha Neg‘ara Ja-
kartafBenyarm_x} Mangkoedilaga
serta-Wakil'Ketia Komrias H.AM
" Marzuki Darusmiany, g |
HAS. Natabaya mengatakan
sebenarnya sejak Pelita I peme-
rmtah telah mempunyai kon-

prp/1959 tentang keadaan ba—- ; sepsi reformas1 hukum nasional

haYa SLAES (Ll

f!.f

A .'1, BE®

" Reformasi Hukum
Bukan Sekedar Merevisi UU

Reformasi hukum yang men-
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. secara berencana, melalm upaya

perencanaan dan’ pembentukan
UU atau program legislasi nasio-
- nal. Namun, diakuinya-tidak se-
mua mcangan UU yang d151ap-
kan pemerintah melalui BPHHN
disampaikan ke DPR.

Bahkan, kata Kepala BPHN
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itu target penyelesaian 30 UlJ se-
tiap tahun dalam pelita VI‘belum
terpenuhi. Selama lima tahun ha-
nya 70.UU yang dibuat DPR-dan
pemerintah. Di sisi lain. pada
masa itu dishkan UU yang dlmlax

Hukum dan Pembangunan

tidak sesuai dengan aspirasi me-
reka. Padahal ‘setiap tahun' su-

«dah dicadangkan 30:persen dari

prolegnas untuk yang mendesak

: dlbutuhkan

e .

HUIUM ..

PEMBANGUNAN

‘Satak sq}‘ﬂ bacadn utaita sacjand darn mabasiswa hukum Indonesta

\'uul-pumbernl aan l(omen:cm

Fukd.tm Hokom Dalam Bewnita
; Kmnonifk
Pmlemeneunlu

MAJALAH HUKUM TERKEMUKA
MASA K!Nl

br‘ ris

HUBUNGILAH 'roxo TERDEKAT ”_‘;'
ATAU LANGSUNG TATA USAHA? :
Jl Cirebon No 5. Jakarta Pusat Telp. (021) 335432,
Fax (021) 3157334 |

Januari -~ funi 1998

Knmgan-kauangan hulmm

Tlmbcmgun Baka

Benita Kepustakaan |
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Anggaran Pembangunan
Hukum Sebesar Rp 176 3 Miliar

Anggaran pembangunan d1
bldang hukum untuk mening-
katkan citra dn' budaya hukum
agar dapat- lebih: menjalankan
fungsi dan peranannya- ditetap-
kan sebesar Rp.176,3 miliar (Sua-
ra Karya, 8/01/1998). -

Demikian lampiran ‘nota ke-
uangan dari pidato presiden Soe-
harto tentang RAPBN 1998/1999
pada sidang panpuma DPR RIdi
]akarta -

~Anggaran cllmaksudkan agar
hukum dapat lebih menjalankan
fungsi dan peranannya, baik’se-
bagai sarana unfuk mendatang-
kan ketertiban dan kesejahteraan
maupun sebagi sarana ::urtuk
membangun - masyarakat yang
berkeadilan.

- Untuk_ mewu]udkan hal itu
keglatan yarig' akan dﬂaksanakan
antara lain ‘menuntaskan peng-
gantian peraturan perundang-un-
dangan- kolonial ; dan ° nas:.onal

Nomor 1 - 3:Tahun XXVIil
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yang' tidak sesiiai dengan Pan-
casila-dan"UUD 1945 serta -pe-
nyusunan dan pembahasan ran-
cangan UU:: .

Selain untuk melaksanakan
pembinadan; penyusunan . ‘dan
pemberian’ “ainostasi  yurispru-

“densi'-serta 'penyebarluasannya

sebagai sumber hukum, melak-
sanakar;pengkajian, penelitian,
analisis- dan evaluasi ‘hukum
ba1k tertulis. maupun tidak.

- Serta _penyusunan ' naskah
akadenus peraturan perundang-

“undangan dalam rangka nenun-
‘jang perencanaan’‘dan pemben—

tukan hukam. - - "

. "'Selain itu dlprogramkan dari
anggaran tersebut; pemblayaan
crash program penyelesaian pér-
kara tunggakan ‘pada tingkat ka-

‘sasi‘dan‘melanjitkan pemberian
‘bantuan hiikum bagi masyarakat
-’pencan keadilan yang kurang
‘mampu. -

il

HR®
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Nasabah Bank Terlikuidasi- -

© Adukan Nasib Ke DPR -

Pﬁfa korBan Bank Dalam Li-

kuidasi mengadakan dialog-de- -

ngan anggota komisi VIII DPR RI.
Hal itu sehubungan dengan ke-
wajiban Bank Indonesia untuk
mengembalikan sisa tabungan
para nasabah (Suara Karya, 13/01/
1998). Badan perwakilan nasabah
korban BDL Surabaya yang di-
pimpin ketuanya HM. Sukri Ade-
nan dan sekretaris Dr. H. Saleh
Aldjufri menghadap - pimpinan
komisi VIII DPR RI. :

Rombongan mantan nasabah
Bank Dalam Likuidasi bertemu
dengan Komisi VILIDPR-R], yang
dipimpin oleh Ketua Komisi I
Gde Artjana dan didampingi Wa-
kil Ketua Johny Alwi Banyo dari
FKP, Wakil Ketua Syaiful Anwar
Husein dari FPP dan Wakil Ketua
Markus Wauran dari FPDL.

Menurut Saleh Ald]ufn per—
mohonan disampaikan berdasar-
kan perl:l.mbangan bahwa keper-
cayaan sepenuhnya yang diberi-
kan oleh masyarakat kepada
bank-bank swasta nasional sela-
ma ini, tidak bisa dilepaskan dari
kepercayaan mereka terhadap BI
yang telah mengeluarkan  izin
usaha dan bertugas mengontrol
dan mengawasi bank-bank terse-
but.

FH®

Hukum dan Pembangunan

--DPR Soroti- Kelemahan:
" RAPBN. . ...

. DPR menilai RAPBN 1998/

1999 yang telah direvisi tetap

mengandungsejumlah kelemah-
an, namun keempat fraksi me-
mahami langkah pemerintah
mengubah RAPBN itu (Bisnis
Indonesia 06/02/1998).
Kelemahan-kelemahan itu
menurut juru bicara fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Nico Dar-
yanto, merupakan hal yang da-
pat dipahami dan -sulit dihin-
dari.
Menurutkelazman,katanya
bila. keadaan moneter sulit,
maka kebijakan yang tepat ada-
lah membuat anggaran jangka
pendek untuk menghindari risi-
ko besar. . .. K
. Namun menurut FPDI, lang~

kah itu sulit dilakukan - karena

RAPBN harus tersusun safu ta-
hun. Oleh karena itu FPDI me-
ngusulkan. agar dilakukan eva-

Jdusi terhadap . pelaksanaan

RAPBN 1998/1999 secara ber-
kala dalam waktu yang pendek
dan  dilakukan bersama-sama
dengan DPR. :

- FPDI mengemukakan tang—

'gapannya terhadap jawaban pe-

merintah- mengenai. perubahan

.atas., APBN tahun:; anggaran
1997/1998.. yang . disampaikan

‘hammad .di, gedur.lg DPR..ke*

marin.

vl Januar - Junf 1998
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- ‘Empat fraksi mempertanya-

kan asumsi-asumsi -yang digu-
nakén pemerintah untik menyu-
5un RAPBN 1998/1999, baik 'me-
ngendi pertumbuhan nol persen
maupun penetapan kurs Rp 5 000
per US dollar. :
- Fraksi PPP men_ﬂal,‘struktur
RAPBN 1998/1999 bersifat kon-
traktif dan itu berarti dalam mhe-
ngelola ‘pembiayaan pemba-
ngunan pemerintah semakin hati-
hati dam realistis. - "

Meski - demikian- sikap hati-
hati dan realistis dapat diikuti si-
kap disiplin- pengelolaan yang
makin-diperlukan untuk mendu-
kung suksesnya pemuhhan per—
ekonomian. ¢ 0w

FPP mengharapkan semangat
kontrakdiktif tersebut tidak sam-
pai menghambat upaya mengen-
taskan kemiskinan. FPP juga me-
nyoroti hak’ budget DPR yang di-
nilai belum sesuai dengan apa
yang chkehendalu rakyat

@ﬁ"& i

Anggota Dewan Kecewa,
- 'DPR TakPeka-Atas -
Tuntutan Refonna51

lDua anggota DPR mmerasa ke-
cewa atas kehdakpekaan DPR tef-
hédap - suara-suara- masyarakat
yang menginginkan. ' reforinasi
ekohomi, politik- dan Hukumse-
cara ‘simuiltan” dan- smerg1 ( Suara
Pembaharuan, 26/04/1998):-
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' Program prioritas legislasi,
yang sudah diagendakan Pokja
Program Legislasi Nasional DPR
' tanipa reformasi'politik menurut
dua wakil rakyat itu, perlu’ di-
revisi ‘sesuai dengan tunrutan
masyarakat:- "~ "

-Dia"Anggota’ DPR itu ‘Ha-
~'dimulyo Msc. dari FPP'dan Nico
‘Daryanto ‘dari FPDI, mengata-
kan hal ifu sehubungan de-ngan
tidak diagendakannya reformasi
pohtlk oleh- DPR dalam tahun
1998 ini. DPR “inelalui lembaga
“baru’ Pokja ‘Proklenas yang di-
‘bentuk pimpinan DPR dan di-
koordinasikan oleh Wakil Ketua
DPR Syarwan Hamid, telah me-
nyepakati- agenda legislasi yang

“terdiri dari 10 RUU tahun ini.
-Narhun, di dalamnya tidak ada
yang menyangkut perubahan
_paket YU politik: '
~-Meréka menilai pemerintah
'ki'Jr'ari'g tanggap terhadap tun-
tutan' rakyat yang makin marak
“tentarig reformasi politik. Seha-
rusnya DPR berinisiatif mela-
kukan - reformasi sesuai - tugas
dan wewenangnya. Hadimulyo
menilai, tidak diagendakanya
reformasi politik dalam bentuk
penyiapan perubahan RUU bi-
dang politik, menunjukan para
petugas yang mengagendakan
legislasi kurang peka dan tang-
gap ‘terhadap pérkembangan
- yang terjadi di Juar DPR. -

PO
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DPR- Perlu Sldang Darurat

Beberapa anggota DPR me-
minta Ketua DPR memperpendek
masareses agar dewan dapat me-
lakukan sidang darurat, sehu-
bungan dengan banyaknya masa-
lah (Bisnis Indonesia, 14/04/1998).
Sementara itu mahasiswa menilai
people power tidak, terelakan. jika
DPR dan MPR Hdak diberda-
yakan.

Anggota DPR H A Wahd da-
lam suratnya kepada Ketua DPR
meminta reses dqadwal berakhir
30 April 1998 diperpendek men-
jadi pertengahan April. .

- Sulaiman. Biyahimo juga-me-
ngusulkan agar masa reses diper-
pendek sampai 16 April. Setelah
itu melakukan dialog, dengan ma-
hasiswa.

Walid kepada Ketua DPR me—
ngusulkan, dalam menanggapi
gerakan mahasiswa harus bersi-
kap proaktif atau menjemput bola
dan tidak menunggu Kedatangan
mereka ke DPR. “Tetapi DPR ha-
rus turun ke kampus” katanya..

.
. DPR Bentuk Tim.
Program Legislasi . .
DPR membentuk program le-
gislasi. nasmnal .dan .merenca-
nakan tahun ini mengunakan hak

mengajukan RUU usul inisiatif
(Bisnis Indonesia 2{04/1998).

Hukum dan Pembangunan

- Tim prolegnas DPR menurut
Wakﬂ Ketua DPR Syarwan Ha-,
mid beranggotakan 20 orang.

. Hal itu mencerminkan - fraksi-
fraksi di.Dewan-dan akan ber-
. tugas menmventansa51 UUJyang

perlu dibuat.

. Sebelumnya, - Wak1l Ketua
FKP, DPR Slamet Efendi. Jusuf
mengatakan, paling tidak dalam

.periode ini DPR akan meng-
. gunakan -hak mengajukan RUU

usul inisiatif.

: Mengenai UU apa saja yang
diusulkan, diubah atau dibuat,
Syarwan mengatakan akan dibi-
carakan bersama dengan  tim
prolegnas kemudian -dikonsu-
Itasikan dengan eksekutif.

T

, AnggotaDPR 'I;et:‘:ll‘i- Minta
. Kenaikan BBM Ditunda

DPR tetap meminta kepada
pemerintah untuk menunda ke-
naikan harga bahan bakar mi-
nyak dan farif listrik karena me-
rugikan rakyat di tengah kondisi
yang masih mengkwatirkan ini
(Suara Pembaruan, -8/05/1998).

Penegasan anggotakomisi V

.DPR RI ifu disampaikan dalam
_rapat- ker]a :khusus. membahas
_kenaikan. harga BBM dan -tarif
listrik dengan] Mentamben Kun-

toro, Mangunsubroto- di Jakarta,
cRapat kerja_tersebut dipim-
pin oleh-Marzuki Achmad. Em:

ceey januari - funi 1998



Parlementaria . .. . '

patanggota DPR FX. Suyitno dari
F-ABRY], :Yusril .Yusan dari FKP,
Amru: Almutasin ' dari’ FPP ‘dan
Budi Hardjono dariEPDI meng-
gugat pemerintah untuk menun-
da- kenalkan harga BBM dan tan.f
listrik. « "'«

Sebelum.nya, dalam pengan—
tarnya Kuntoro memirita maaf ke-
pada.seluruh anggota.DPR dan
rakyat Indonesia apabila selama
ini- d1anggap melecehkan peran
dari DPR. -7+ .. -

BHR®

Anggota DPR Surati -Presiden
~. Bill Clinton - -

‘Sekitar delapan pulihiang-
gota ‘DPR. menandatangani: surat
yang di tujukan kepada presiden
ASBill Clinton, Konggres AS dan

[ e R A S i
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IMF. Isi surat tersebut menyang-
kut bantuan yang berkaitan de-
ngan masalah stabilitas dan ke-
daulatan bangsa Indonesia (Re-
pubhka, 12/ 06/1998).

Surat’ yang d1tandatangam
se,—]ak awal pekan lalu rencanya
akan di kirim'melalui Kédubes
AS dan perwakllan IMF di Ja-
karta.. “Jumlah- penandatangar
masih akan bertambah,” kata
Abu Hasan Sazili di Jakarta,

~ Rata-rata anggota DPR yang
dihubungi menyetujui eserisi su-
rat pernyataan fersebut. “
Supaya kita jangan terus-terusan
menjadi- pelecehan agafr bangsa
Indonesia -piinya’ ‘Harga diri,”
kata Ketua FKP Irsyad Sudiro,
menanggapi’ makna ' di- balik
surat pemyataan tersebut

1._'-.

Beramb151 mencapaf Se.suatu adalah ba:k .sepan_}ang -
, caran ya, wajar dan sehat. tanpa. Jikw-liku yang. .
merug;kan orayg !am Orang vang berambisi besar
pasti. membutuh}fan energi yang beriebihan untuk. ...
memuaskankeinginanya. Sedangkan ‘mereka yang - -
berambisi dar berkeinginan wzyar “dKan mieniKimati :

h;dup dama; dan Jarang‘ menga!am: keresahan h:dup

Nomor.1 .= 3 Tahun XXVIII
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Fungsi. dan Peran DPR ;
Tldak Beres o 4

Fungsn dan peran DPR sela—
ma ini memang tidak beres. Pe-
nyebabnya adalah peraturan pe-
rundang-undangan yang meng-
atur mekanisme kerja DPR, sama
sekali tidak sesuai dengan yang
digariskan oleh UUD 1945 (Media
Indonesia, 26/03/'98).

Hal itu terungkap dalam di--
sertasi bertopik “Fungsi DPR RI 7}
Menurut UUD' 1945, 1966-1997,”.
yang diajukan Arifin Sari Surung-.. :
" galan Tambunan. Disertasi terse-.. .. -
but untuk meraih gelar dokter il-

mu hukum padasidang terbuka .
-senat guru. besar U] di Salemba ‘
Tambunan yang mantan anggota
 DPR: 'dari F-ABRI ini berhasil .

mempertahankan desertasinya di
depan penguji Prof. Ismail Suny
dan Prof Harun Alrasyid dengan

Hulum dan Pembangunan
predikat summa cumlaude. .
- 'Dari’ cuplikan- infi -diser-
tasinya . Tamibunan . mengung-

kapkan, pada dasarnya masya-:

rakat Indonesia merasa ada yang
kurang. ada yang kurang beres
dengan DPR kita. Ini disebabkan
persoalan mendasar bahwa
fungsi- DPR kita secara yuridis
normal, sangat lemah dan-tidak
jelas kekuasaannya, wewenang

dan haknya sebagaimana diatur’

dalam tata tertib DPR.
ke

- Badan:Hukum Yayasan
Harus Transparan

~..- Tujuan -yayasan -haruslah
bersifat idealistis, sosial dan Ke-.
manusiaan: Keberadaan lyayasan.
disebabkan tujuannya yang bu--

kan komersial (Kompas, 30/03/
98). Mengenai masalah keuang-
an, yayasan diharapkan mempu-
nyai perhitungan tahunan dan

_laporan tahunan, Yayasan harus
transparan sehmgga memung-
“kinkan ‘partisipasi 'masyarakat

dalami ‘mengawasi kegmtannya
"Sepem yadyasan : GNOTA

.[Gerakan nasional Orang Asuh].
. Mereka'. membuat laporan . ke-
uangan setiap tahun dan dipub:

likasikan di harian Kompas se-

‘banyak empathalaman;Jadiada °

transparasi,” kata Chatamarras-
jid. Hal itu disampaikan saat
mempertahankan disertasi untuk

S Januari - Junic1998
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meraih gelar dokter dalam ilmu
hukum di hadapan Senat Guru
Besar. UL .

Tim pengup dlserta51 Chata-
marraspd yaitu Prof. Dr Koes-
nadi’ Hard]asoemantn SH ML;
Prof. Dr. Eman Ra]aguguk SH.
LLM; Prof. Dr. harun Alrasyid,
SH. dan Dokter Lorens Bagus.
Sementara sebagai promotor Prof.
Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, SH.
dan, ko promotor Prof Dr. Man-
am Darus Badrulzaman, SH. ™

Tim penguji menyatakan .

Chatamarraspd berhasil mempe-
roleh gelar dokter 11mu hukum
dengan yud:smm sangat memuas-
kan . RIS SRUTEANS
H ;'-I'!! o . .

ST

|
7

Reformas1 Hukum Harus
" Meliputi Implementam
Gagasan Kedaulatan Rakyat.

Reforma51 di bldang hukum
yang sangat mendasar adalah di-
perlukannyahukum substantif di
b1dang ketatanegaraan, mellputl
unplementa51 gagasankedaﬁlatan
rakyat (Suara Pembaruan, 25/05/
1998)..Sudah saatnya memlklrkan
kembah apa]cah pemega.ng keda-
ulatan rakyat secara yundls mem-
punyai peluang mereahsa511<an
hak mereka sebagaJ pemegang
‘kedaulatan rakyat e

“Lembaga I DPR yang mempu-
nyai -fungsi men]alankan peng-

awasan . seyogyanya me]aksana-'

Npmor 1:- 3 Tahun XXVHI
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-kan fungsi itu dengan lebih ber-

wlbawa,” kata Rektor Unijver-
sitas Surabaya Dr. Anfon Prijan-

ta, dalam seminar reformasi. hu-
_kum, pohtlk sobial dan budaya
di_Ubaya. .Anton, d1dampmg1
-_Ketua Pusat _ Stud1 ‘Hak-Hak
‘Asas: Manu51a Ubaya Martono
_selaku Ketua Panma d1sku51

Semmar ini akan berlang-
sung sela.ma tiga har dan Senin,
25/5. Nara sum‘oer yang akan
hadir dalam; bldang ekononu
antara Jajri: Prof Dr. Emil Salimn,

'_RJzal Ra.mh dan’ Samekto Har-

toyo Di. bldang hukum antara
lain: Albert Ha51buan, Todung

"Mulya Lubis dan Prof. Sutandyo

15nyosoebroto Di bidang bu-

;ldaya antara lam Prof Marseho
;Donosepoetro, Mustofo Basu
dan Dr. Hotman siahaan. =

Dr. "Anton Pn]anta mengata-
kan jika kajian hukum positif
ternyatahdakmembenkanpelu- '
ang; melaksanakan hak-hakyang

'dumhkl ~wakil rakyat. Sudah
.tentu, DPR tldak akan dapat tne-
‘laksanakan, _fungm pengawasan
] se_cara mak51mal

nnnnnn

dan - DPR sangat berka1t denga

_sistemn rekruitmen; terhadap ang-
-gota MPR/] DPR sehmgga nepo-

tisme akan mengganggu beker-

- janya 51stem pengawasar dalam
pémermtahan yang demokrahs

'ﬁ'&"&’

¥
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Perangkat Hukum Tak Efektif
]lka Tak Ada Demokrasn

Bagalmana pun Iengkapnya
perangkat ‘hukum yang di tuju-
kan untuk memberantas berbaga1
macam kolusi dan korupsi demii
tercapainya pemermtahan yang
bersih, tidak akan efektif jika ti-
dak ‘dilakukan demokratisasi
yarig akan mencipatakan iklim
keterbukaan dan demokrahk
(Kompas, 13/05/1998).

Untuk terciptanya iklim"dan
suasana demokratik itu, hak-hak
rakyat harus ditegakkan. Khusu-
snya hak berbicara, ‘mengkritik
dan’ hak berbicara’ dan berkum-
pul. Dengan demikian kontrol 50-
sial dapat dilakukan secara efektif
dan maksimal terhadap pnlaku
penyelenggara negara [para peja-
bat, hakim, anggota’ DPR _polisi
dan ]aksa}

Hal ini dikemukakan Dekan
Fakultas Hukum Universitas Na-
sional Dahlan Danuwiharjo da-
lam diskusi panel “Pemierintah
yang Bersih dan Berwibawa Me-
nurut Pendekatan Hukum Tata-
negara” di kampus Unas, ]akarta
Selatan, 1 Mei ‘1998. Berbicara
dalam diskusi tersebut Prof. Dr.
Harun ‘Alrasyid. Diskusi d1bu1<a
Menpora Agung Laksono. ™

Dahlan- mengatakan ‘kontrol
sosialitupertama-tama adalah tu-
gas anggota DPR. Namun, de-
ngan melihat kondisi yang ada,
hal tersebut tidak bisa diharapkan

Hubkurttdan Pembangurian

akan mampu dilakukan secara;

‘aktif dan ‘maksimal oleh DPR

sekarang yang tampaknya masih

Tembek sama ‘denga DPR-DPR

'sebelumnya "Apalag1 ‘setelah

mendapat pembekalan | Qan

pihak eksekutif.” ' o
T e

'Reformasi Hukum Harus '
Sentuh 'Akh"r Pem‘ia‘salahannya

Pentmgnya “reformasi hu-
kum menyentuh akar perma-

salahan diungkap'para hakim.
‘Ketua Pengadilan Tinggi Negeri

Bandung Djoko Soetono meman-
dang hal itu perlu dilakukan
agar fungsi peradilan tidak ter-
pilah-pilah sehingga penegakan
keadilan dapat berjalan dengan
semestinya (Repubhka, 04/05/
1998). -
.Berbicara dalam diskusi

' ”Slg'mhkanﬂ Independensi Lem-

baga Peradilan Dalam Reformasi
Hukum"” yang- dlselenggarakan
FH Unpad, Djoko ‘mengatakan
reforma51 hukum ' diperlukan

"“agar ‘hakim sebagai aparat pe-

negak keadilan " ‘dapat diting-
Katkan. . Pasalnya, kehidupan ha-

“Kirh yang disorot ‘negatif - oleh

masyarakat dengan adanya

“praktek mafia perad11an sesung-

guhnya masih kelabu,
‘Menurut - D]oko kelabunya

' kéhldupan hakuﬂ tampak dalat
'tmgkat gajinya yang rendah dan

]m: tiari - Juni 1998
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dualisme posisi-di bawyah kekua- - UU .No.14 fabiun 1970 tentang
san eksekutif dan -yudikatif. Da- pokok-pokok kekuasaan keha-
lam kondisi' seperti "itu sulit kiman.

mengharapkan hakim berperan - - e
merdeka, —sebagaxmana amanat.. . o BRw

i

Mwmmﬁmmmm
‘mendenita, banena colaarn hidife o ada donana-mana, Oleh

mmmmmmmw wmaka
e  ileducpy. alian witerasa fenh bedamaian.
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Setiap kejadian dalam /z‘idz'z}ﬁ merupahan pelajaran bagi kita, setiap
kejadian adalah bagian dari pembinaan pribadi untuk menjadi
semakin mantap dan matang. Sukses adalah akumulasi dari
keberhasilan. yang kectl-k ectl, sedangkan keberhasilan adalah
perpadz/mz dart kemampuan, usaha dan.sikap mmta/ kita yang

pasmf i P

A Inggaplali rasa sakit kesu!:ran dan pender:taan sebagaz suatu -
cara meningkatkan mutu kepribadian dalam hidup ini Meryalam
Aehzdupan dari havi ke-hari adalah séperti membuka halaman -
biku yang sedang kita baca, sedangkan kejadian sehari-hari dan.
kekhawam an yang kita jumpar ‘it hanyalah merupa!can !u!rsan
dau buku yang kzta baca Iersebut o
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